
VISI : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, 
MEWUJUDKAN KABUAPTEN TASIKMALAYA YANG 

RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA    
MISI : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG 

MELAYANI, BERSIH DAN PROFESIONAL

Tujuan 
 Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel 
dan berorientasi pelayanan prima

Indikator Tujuan 
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

VISI : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, 
MEWUJUDKAN KABUAPTEN TASIKMALAYA YANG 

RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA    
MISI : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG 

MELAYANI, BERSIH DAN PROFESIONAL

Tujuan 
 Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel 
dan berorientasi pelayanan prima

Indikator Tujuan 
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran
S1. Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik dan akuntabilitas kinerja 
perangkat daerah

Indikator Sasaran
IS1. Nilai reformasi birokrasi perangkat 
daerah

Sasaran
S3. Mewujudkan pengelolaan aset 
daerah yang tertib dan akuntabel

Indikator Sasaran
IS3. Persentase Barang Milik Daerah 
yang telah dilengkapi dengan 
Dokumen Bukti Kepemilikan

Sasaran
S2. Mewujudkan pengelolaan 
keuangan yang efektif, efisien, dan 
akuntabel

Indikator Sasaran
IS2. Rata-rata persentase 
penetapan APBD yang tepat waktu; 
laporan keuangan dan pelayanan 
penatausahaan keuangan yang 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan

Sasaran
S4. Meningkatnya Pertumbuhan 
Pajak Daerah

Indikator Sasaran
IS4. Persentase Pertumbuhan Pajak 
Daerah

Sekretariat
Bidang Anggaran, Bidang 

Perbendaharaan serta Bidang 
Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Aset Daerah
Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan PAD 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota 

Program Pengelolaan Keuangan 
Daerah

Program Pengelolaan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan 

Daerah

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 
Daerah

Pengelolaan Barang Milik 
Daerah

Pengelolaan Pendapatan 
Daerah

Koordinasi dan 
Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

1. Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah
2. Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN

1. Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atrubut 
Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan

1. Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan 
Kantor 
2. Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang  
Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan 
Bacaaan dan Peraturan 
Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 
8. Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD
9. Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

1. Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor

1. Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya

1. Koordinasi dan 
Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan 
Penyusunan Perubahan 
KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan 
dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan 
dan Verifikasi Perubahan 
RKA-SKPD
5. Koordinasi, Penyusunan 
dan Verifikasi DPA-SKPD
6. Koordinasi, Penyusunan 
dan Verifikasi Perubahan 
DPA-SKPD
7. Koordinasi dan 
Penyusunan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan 
Penyusunan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan 
APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan 
APBD
9. Koordinasi dan 
Penyusunan Regulasi serta 
Kebijakan Bidang Anggaran
10. Koordinasi 
Perencanaan Anggaran 
Belanja Daerah
11. Pembinaan 
Penganggaran Daerah 
Pemerintah Kabupaten/
Kota

1. Penyiapan, Pelaksanaan 
Pengendalian dan 
Penerbitan Anggaran Kas 
dan SPD 
2. Koordinasi , Fasilitasi, 
Asistensi, Sinkronisasi, 
Supervisi, Monitoring dan 
Evaluasi Pengelolaan Dana 
Perimbangan dan Dana 
Transfer Lainnya
3. Koordinasi, Pelaksanaan 
Kerja sama dan 
Pemantauan Transaksi Non 
Tunai dengan Lembaga 
Keuangan Bank dan 
Lembaga Keuangan Bukan 
Bank
4. Rekonsiliasi Data 
Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas serta 
Pemungutan dan 
Pemotongan Atas SP2D 
dengan Instansi Terkait

1. Analisis Perencanaan 
dan Penyaluran Bantuan 
Keuangan
2. Pengelolaan Dana 
Darurat dan Mendesak
3. Pengelolaan Dana Bagi 
Hasil Kabupaten/Kota

1. Rekonsiliasi dan 
Verifikasi Aset, Kewajiban, 
ekuitas, Pendapatan, 
Belanja, Pembiayaan, 
Pendapatan-LO dan Beban
2. Koordinasi Penyusunan 
Laporan 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Bulanan, Triwulanan dan 
Semesteran
3. Konsolidasi Laporan 
Keuangan SKPD, BLUD dan 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah
4. Koordinasi dan 
Penyusunan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Kabupaten/kota dan 
Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang 
Penjabaran 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
Kabupaten/Kota
5. Penyusunan Sistem dan 
Prosedur Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah 
6. Pembinaan Akuntansi, 
Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban 
Pemerintah Kabupaten/
Kota
7. Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan BLUD 
Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Standar 
Harga
2. Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
3. Pengamanan Barang 
Milik Daerah
4. Rekonsiliasi dalam 
rangka Penyusunan 
Laporan Barang Milik 
Daerah

1. Perencanaan 
Pengelolaan Pajak Daerah 
2. Analisa dan 
Pengembangan Pajak 
Daerah, serta Penyusunan 
Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan 
Penyebarluasan Kebijakan 
Pajak Daerah
4. Pendataan dan 
Pendaftaran Objek Pajak 
Daerah
5.  Penilaian Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan
 dan Perkotaan (PBBP2) 
serta Bea Perolehan
 Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB)
6. Pengendalian, 
Pemeriksaan dan 
pengawasan pajak daerah

Crosscutting Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2025

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjangan 

Urusan 

1. Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya

Tasikmalaya, Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya

Drs. RONI A SAHRONI, M.M

NIP. 19681008 198803 1 003

Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan 
Daerah

Pengelolaan Pendapatan 
Daerah

1. Penyediaan sarana dan 
prasarana Pengelolaan 
pajak daerah
2.Pelayanan dan Konsultasi 
Pajak Daerah
3. Penelitian dan Verifikasi 
Data Pelaporan pajak 
daerah
4. Penagihan pajak daerah
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